
ten tang 
dalam 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan · Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip pengadaan 
barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, 
bersaing, adil, dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik 
Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus; 

b. bahwa guna optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan 
penegakan terhadap pelanggaran kode etik perlu 
mengubah ketentuan sanksi dalam Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai 
pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 
Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 
41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai pada Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kudus; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik 
Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus; 

Menimbang 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 41 TAHUN 2019 
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG 

DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 31 TAHUN 2022 

BUPATI KUDUS 
PROVINS! JAWA TENGAH 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1542); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 
Tahun 2019 ten tang Kode Etik Pegawai pada Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 
41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2019 ten tang Kode 
Etik Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 41 TAHUN 2019 
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA BAGIAN PENGADAAN 
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
KUDUS. 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252); 

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2019 ten tang 
Kode Etik Pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 41), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai 
pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2021 Nomor 10); 

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 50); 

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 52); 
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Menetapkan 



(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g 
dapat berupa: 

a. teguran dan pemyataan tidak puas secara tertulis; 
b. pemotongan tunjangan kinerja; 
c. penurunanjabatan setingkat lebih rendah; 
d. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 

pelaksana; dan/ atau 
e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri sebagai Aparatur Sipil Neg,. t f ~ 

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari Penyedia, PD, 
dan/ atau masyarakat dilakukan dengan mekanisme: 

a. Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik 
menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima 
dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis 
Pertimbangan Kode Etik; 

b. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan 
rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang 
dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas 
pengaduan; 

c. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan 
membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau 
tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; 

d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan 
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis kepada 
pihak pengadu; 

e. apabila layak proses penanganan pengaduan 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang 
Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan: 
1. pemanggilan para pihak; 
2. pengumpulan bukti; dan 
3. pemeriksaan bukti. 

f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, 
Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan 
menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap 
Kode Etik; dan 

g. apabila diputuskan ditetapkan bahwa telah terjadi 
pelanggaran terhadap Kode Etik, maka Majelis 
Pertimbangan Kode Etik merekomendasikan sanksi 
yang diberikan kepada Pegawai Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 
kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan asisten 
yang membidangi Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa. 

Pasal 11 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dapat berupa: 
a. teguran dan pernyataan tidak puas secara tertulis; 
b. pemotongan tunjangan kinerja; 
c. penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 
d. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 

pelaksana; dan/ atau 
e. pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara. 

b. hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 
oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan: 
1. pemanggilan para pihak; 
2. pengumpulan bukti; dan 
3. pemeriksaan bukti. 

c. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, 
Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan 
menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap 
Kode Etik; dan 

d. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah 
terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka Majelis 
Pertimbangan Kode Etik merekomendasikan sanksi 
yang diberikan kepada Pegawai Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 
kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan asisten 
yang membidangi Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa. 

a. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan 
rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang 
dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan 
Kode Etik untuk membahas hasil temuan; 

( 1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis 
Pertimbangan Kode Etik dan/ atau hasil temuan 
Lembaga pemeriksa yang dibentuk sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dilakukan dengan 
mekanisme: 

Pasal 13 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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* '.ATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 31 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 21 Juli 2022 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 20 Juli. 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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